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SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA

SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
Dilakukan oleh LSUP secara transparan,
obyektif, kredibel dan akuntabel

USPAR MENENGAH RENDAH

Dapat melakukan sertifikasi secara sukarela
dengan mengacu pada standar Risiko
Menengah Rendah

PELAKU USAHA

Dapat mengajukan permohonan Sertifikasi
Usaha Pariwisata secara tatap muka atas
permintaan dan/atau kesepakatan pelaku
usaha yang bersangkutan berdasarkan
kajian risiko yang dilakukan oleh LSU
Bidang Pariwisata.
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Tahapan Sertifikasi dan Masa Berlaku Sertifikasi

08 -# SERTIFIKAT

Masa berlaku sertifikat selama
menjalankan usahanya

Q LSUP

Dalam melakukan Sertifikasi
didukung Auditor yang kompeten

06 @ LSUP

Melakukan pencabutan kepada
pelaku usaha yang tidak patuh
terhadap pemenuhan standar dan
disampaikan paling lama 3 hari

= LSUP

Menyampaikan sertifikat
sebagaimana dimaksud pada no. 4
kepada Menteri paling lama 3 hari

kerja terhitung sejak penerbitan
secara daring atau luring

PELAKU USAHA 3&‘0 1

Mengajukan ke LSUP dengan
melampirkan NIB atau izin yang
masih berlaku

LSUP * 02

Melakukan Evaluasi, Usaha Risiko MT
dan TG menggunakan Standar MT
dan TG, MR menggunakan MR

LSUP 03

Berdasarkan Evaluasi, LSUP
menetapkan Keputusan Sertifikasi

LSUP ¢ 04

Menerbitkan SERTIFIKASI USAHA
PARIWISATA
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Permohonan sertifikasi yang diajukan oleh pemohon paling sedikit harus mencakup
informasi tentang:

a) Nama usaha pariwisata;

b) Domisili usaha pariwisata;

c) Personel penghubung dengan LSU Bidang Pariwisata;

d) Legalitas hukum usaha pariwisata (tanda daftar usaha pariwisata NIB
dan/atau Izin sesuai KBLI, atau sesuai ketentuan peraturan perundangan);

e) Struktur dan jumlah personil organisasi termasuk pegawai/karyawan usaha
pariwisata (karyawan tetap dan karyawan tidak tetap dengan sistem kontak

minimal per tahun);
f) Dokumentasi terkait pengoperasian usaha pariwisata dalam rangka memenuh

persyaratan standar usaha pariwisata yang ditetapkan dalam Peraturan
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tentang Standar Usaha Pariwisata

sesuai bidang atau jenis usaha;
g) Informasi terkait sistem manajemen lain yang telah dimiliki;

h) Hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh usaha pariwisata sesuai standar usaha terkait;
i) Informasi tentang jumlah usaha pariwisata termasuk usaha pariwisata cabang, untuk yang
mengajukan sertifikasi Multi site.



cajuan permohonan diterima, LSU Bidang Pariwisata akan
tinjauan permohonan pelaku usaha pariwisata dengan tujuan untuk:

1. Memastikan bahwa kelengkapan bukti administratif pengajuan permohonan sertifikasi telah
lengkap.

2. Memastikan kebenaran dokumen pengelolaan usaha pariwisata telah memenuhi kriteria yang
dipersyaratkan dalam Peraturan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Standar Kegiata Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor
Pariwisata sesuai bidang atau jenis usaha melalui surat pernyataan Usaha Pariwisata.

Perhitungan Hari Audit untuk proses evaluasi/ Man Days dan Sampling Multi Lokasi (Multi site)
bisa dilihat dalam Permen No. 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha
Pariwisata;

Setelah dilakukan tinjauan permohonan, LSU Bidang Pariwisata melakukan penandatanganan
perjanjian sertifikasi yang memuat komitmen sebagai berikut:

1. Usaha pariwisata mematuhi kewajiban yang telah disepakati bersama selama proses
sertifikasi berlangsung;

2. Usaha pariwisata memenuhi hak LSU Bidang Pariwisata yang telah disepakati bersama,
selama proses sertifikasi berlangsung.
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w2 % ()2 LSUP Melakukan Evaluasi

LSU Bidang Pariwisata melaksanakan Evaluasi untuk Usaha Pariwisata yang berisiko menengah
tinggi dan tinggi berdasarkan Standar Usaha Pariwisata berisiko menengah tinggi dan tinggi;

Evaluasi yang dilakukan oleh LSU Bidang Pariwisata untuk memastikan bahwa usaha
pariwisata telah menerapkan standar usaha pariwisata sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam melakukan evaluasi, LSU Bidang Pariwisata memastikan bahwa pelaku usaha
pariwisata telah memenuhi persayaratan umum, persyaratan khusus dan pemenuhan
standar serta persyaratan dokumen dan informasi yang tersedia sebagai bahan auditor
dalam menyusun rencana audit

persyaratan umum yaitu NIB dan/atau izin;

persyaratan khusus sesuai dengan standar dalam lampiran Permen Nomor 4 Tahun 2021
tentang Standar Kegiata Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Pariwisata,;

pemenuhan standar; Sarana; Organisasi dan SDM; persyaratan pelayanan; persyaratan
produk usaha; persyaratan sistem manajemen termasuk hasil penilaian
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Berdasarkan evaluasi, LSUP menetapkan keputusan sertifikasi yang dilakukan berdasarkan
rekomendasi tim evaluasi yang disampaikan kepada Pengambil Keputusan dan didokumentasikan;

Pengambil Keputusan sertifikasi dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat
dalam proses audit.

LSU Bidang Pariwisata memberitahu organisasi manajemen usaha pariwisata terkait

alasan penundaan atau tidak memberikan keputusan sertifikasi dan menyampaikan
penjelasan atas keputusan tersebut;

Apabila keputusan sertifikasi tidak sesuai dengan
permohonan yang diajukan, maka pemohon dapat
mengajukan permohonan kembali.
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| & 04 Menerbitkan SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA

Berdasarkan hasil Evaluasi terhadap pemenuhan standar Usaha Pariwisata berbasis risiko; LSU
Bidang Pariwisata menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata dan paling sedikit harus memuat

a) nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya (ID LSUP);

b) nomor atau identifikasi penyelenggaraan sertifikasi (kode sertifikat dari LSUP);

c) nama dan alamat LSU Bidang Pariwisata;

d) nama dan alamat usaha pariwisata;

e) pernyataan kesesuaian dengan persyaratan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan bidang Standar Usaha Pariwisata.

f) tanggal keputusan dan penerbitan sertifikat;

v

g) tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas
nama LSU Bidang Pariwisata;

h) penandaan/Pencantuman Logo pada Sertifikat;
i) Logo Kementerian
j) Simbol KAN

k) Logo LSU Bidang Pariwisata. Penempatan Logo LSU Bidang Pariwisata sesuai
dengan kebijakan LSU Bidang Pariwisata.

1) Tanggal penerbitan sertifikat paling lambat 10 hari setelah keputusan sertifikasi.
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Surveilans

untuk memastikan pemenuhan standar usaha pariwisita berbasis risiko

Biaya pelaksanaan
sertifikasi usaha
pariwisata menjadi
tanggungjawab pelakku
usaha pariwisata yang
disertifikasi
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Transfer Sertifikasi merupakan pengalihan sertifikat SNI yang masih berlaku dari suatu LSUP (LSUP penerbit)
kepada LSUP lain (LSUP penerima).

Transfer Sertifikasi dapat dilakukan apabila:

a) LSUP penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status akreditasinya, atau

b) pemohon berkeinginan untuk menggunakan LSUP yang lain.

Transfer Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, maka LSUP penerbit harus melaksanakan

koordinasi dengan LSUP penerima.

Transfer sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, maka pemohon
harus mengajukan permohonan transfer Sertifikasi kepada LSUP penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup
yang sama dengan LSUP penerbit engan menyampaikan penjelasan transfer Sertifikasi.

Permohonan transfer Sertifikasi harus dilengkapi dengan sertifikat yang masih berlaku (atau salinannya), hasil audit
dari LSUP penerbit (laporan audit dan laporan ketidaksesuaian) dari siklus Sertifikasi (Sertifikasi awal, Sertifikasi

ulang dan /atau Surveilan) yang sedang berjalan.

LSUP penerima harus melakukan kajian terhadap permohonan transfer Sertifikasi dan menetapkan keputusan
apakah proses transfer Sertifikasi dapat dilakukan.

Apabila hasil tinjauan terhadap permohonan transfer Sertifikasi terdapat hal yang perlu dikonfirmasi oleh LSUP
penerima, maka LSUP penerima dapat melakukan evaluasi khusus terhadap pemohon dan/atau melakukan
koordinasi dengan LSUP penerbit. Berdasarkan hasil evaluasi khusus tersebut, LSUP penerima menetapkan

keputusan apakah transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
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05 2 Jangka Waktu Sertifikat

Sertifikat Usaha Pariwisata yang berisiko
menengah tinggi dan tinggi berlaku
sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk Sertifikat Usaha Pariwisata yang
berisiko menengah rendah berlaku selama
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Pencabutan sertifikat usaha pariwisata dilakukan oleh LSU Bidang Pariwisata, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut

- -

Terbukti melanggar hukum Tidak dapat menindaklanjuti Usaha pariwisata yang Terbukti benar tidak dapat
dan/atau melanggar pembekuan yang dilakukan oleh disertifikasi meminta pen- memenuhi persyaratan
norma (asusila) yang idang Pariwisata dengan cabutan sertifikat usaha usaha pariwisata

berlaku — }}?‘\\\ n yang sesuai dan/atau pariwisata secara berdasarkan evaluasi
- telal elewati batas waktu 6 sukarela khusus

hily

\\ t

\\\\\\

) bulan semenjak
ekuan (suspend);
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e Pembekuan

LSU Bidang Pariwisata memiliki hak untuk membekukan status sertifikasi usaha pariwisata.
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PEMBEKUAN (......................

dilakukan, apabila gagal memenuhi
persyaratan sertifikasi, tidak
bersedia disurvailen dan secara
sukarela dari pelaku usaha

Selama pembekuan, pelaku usaha
pariwisata tidak diperkenanankan
mencantumkan logo sertifikasi,
kementerian dan symbol akreditasi KAN
pada media komuniksi, informasi dan
promosi

PEMBERITAHUAN

LSUP menerbitkan surat pembekuan
harus menginformasikan alasan dan
dan dampak pembekuan apabila tidak
dilanjuti. -======--> [MIASA BERLAKU

Masa berlaku suspend maksimal 6 (enam)
bulan
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Perubahan yang mempengaruhi Sertifikasi

Setiap sertfikat dapat berubah dengan penambahan/pengurangan Ruang Lingkup,
hal-hal yang menyebabkan terjadinya perubahan sertifikasi mencakup

Perubahan Pemilik Saham
Perubahan Personil
Perubahan lokasi.

1. PERUBAHAN KEBIJAKAN

Perubahan Regulasi
Perubahan Skema Sertifikasi Contents
Pereubahan Standar Usaha Pariwisata.

3. PERUBAHAN DI INTERNAL LSUP

Perubahan persyaratan skema sertifikasi
Perubahan standar
Perubahan personil inti

USPAR melaporkan setiap perubahan yang
terjadi kepada LSUP

LSUP menindaklanjuti setiap perubahan yang diajukan oleh Usaha
Pariwisata sesuai dengan mekanisme yang dimiliki LSUP
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- Keluhan dan Banding

Keluhan dan banding disampaikan ke pihak LSUP jika terdapat ketidakpuasan dari proses sertifikasi

- s

Prosedur

Proses penanganan
keluhan harus dapat
diakses publik

—_ o

LSUP

1

LSUP

Harus memiliki proses
terdokumentasi untuk menerima,
mengevaluasi dan membuat
keputusan tentang keluhan

LSUP

Menerima keluhan harus Harus memberitahu diterimanya
bertanggungjawab mengumpulkan dan permohonan keluhan dan harus
memverifikasi seluruh informasi penting memberikan laporan kemajuan dan
untuk memvallidasi keluhan hasil kepada pemohon
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LSUP

Bertanggungjawab atas keseluruhan
keputusan dan menjamin bahwa personel

yang terlibat dalam proses banding berbeda
dengan personel yang mengaudit

LSUP

Memberitahukan secara resmi kepada
pemohon banding pada akhir proses
penanganan banding
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Untuk menciptakan audit yang transparan, kredibel dan akuntabel, Kriteria kompetensi bagi Pengkaji
permohonan, auditor, reviewer, dan pengambil keputusan mengacu pada tabel berikut ini.
Pengetahuan Pengkaji Permohonan | Auditor | Reviewer |[Pengambil Keputusan
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; Y Vv
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja; v v
3. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata v v
dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2020 tentang Standar Kegiatan Usaha
Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata
4. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi dan Ekonomi Kreatif/ Kepala v Y v v
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 18 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
5. Pemahaman ISO 9001 tentang Sistem Manajemen Mutu Y v
6. ISO/IEC 17065: 2012 tentang Penilaian kesesuaian-Persyaratan umtuk v v v ',
Lembaga Sertifikasi produk, proses dan jasa (untuk mengetahui bisnis
sertifikasi LSUP)
7) SNIISO/IEC 19011 tentang Panduan Audit Sistem Manajemen v Vv
8) Memiliki pengetahuan spesifik terkait dengan persyaratan pengetahuan Y v
mengenai sistem HACCP, GMP, SMK3 dan/atau lainnya, sesuai dengan
ruang lingkup Sertifikasi
9) Memiliki pengetahuan mengenai bisnis Usaha Pariwisata yang di audit v v

sesuai bidang Usaha Pariwisata.
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dalam hal kegiatan usaha
pariwisata dengan PMDN
yang lokasi kegiatan Usaha Pariw
usahanva berada didalam saha Pariwisata KEPALA BADAN KAWASAN
y PMA/PMDN mempunyai PERDAGANGAN BEBAS DAN
BUPATI/ WALIKOTA risiko tinggi, menengah PELABUHAN BEBAS (KPBPB).
tinggi, dan menengah
rendah yang berada di
kawasan KEK;

wilayah Pemerintah
daerah provinsi dengan
tingkat risiko menengah-

tinggi

dalam hal kegiatan usaha
pariwisata dengan PMDN yang :
lokasi kegiatan usahanya di PMA/PMDN mempunyai
dalam wilayah kabupaten/kota risiko tinggi, menengah
dengan tingkat risiko ADMINISTRATOR tinggi, dan menengah

menengah-rendah dan KEK rendah yang berada di
rendah KPBPB;

Usaha Pariwisata
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@ COMPANY NAME

Lembaga Serififasi Usaha Purbwisaa, Jak ng 12 Demangan Hand Yogyakam.

Dagrah baimewa Vogyakam

SERTIFIKAT

KESESUAIAN USAHA PARIWISATA

HTL-561.18.06.21/L5SUF X101

DIBERIKAN KEPADA:

HOTEL INDONESIA MAJU
PT. INDONESIA DO CARE

JL KEMERDIERCAAM MO, 45, BHAYAMGEARS INOOMESLY

SESUAI
STANDAR USAHA HOTEL
04-55110
BRRDASARKAN:
PERATURAN MENTERI PARNISATA DN EKONOMI KREATIF REFUBLIK INDOMESLIA MO .4 TAHUMN 2021
TEMTANG

STANDAR KEGIATAM USAHA PADA FENYELENGGARA PERINZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKD
SERTIFIKAT BERLAKL SESUAI PERATURAN PERUNDAMGAMN

DIREKTUR LSU PARIWISATA

MAMA DIREKTUR LSUP

USAN SERTIFIKAT @ 30 NOVEMBER 2021
1 30 HOWEMESER 2021
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TERIMA KASIH
BERSAMA JAGA INDONESIA!
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